
I . -

, BAB I 

p E N D A H u L u A r:r 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional yang di lakukan oleh bangsa Indonesia dewasa ini 

adalah untuk mevvujuclkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

17 Agustus 1945. 

Untuk rnewujuclkan cita-cita tersebut, dilakukan usaha peningkatan 

kesejahteraan seluruh rakyat clengan melaksanakan pemlxrng�man di segala bidang 
I 

yang menyentuh aspek kehidupan rakyat. 

Kewaj iban melaksanakan pembangunan nasional dimaksud untuk mencapa1 
I i 

Tujuan Nasional sebagaimana cliarnanatkan dalam Pembukaan Unclang-Undang 

Dasar 1945, sebagai bcrikut : Kemudian daripada itu unfok n1enltbentuk suatu 

Pemeri ntah N egarn I ndoncsia yang me! ind (1ngi scgcnap bangsa I ncloncsi a clan sci u ruh 

tumpah darah Indonesia clan untuk rnernajukan kesejahteraan urnurn, l11encerdaskan · 

kehiclupan bangsa clan ikut rnclaksa1rnkan ke tertiban dunia yang berclasarknn 

kemerdekaan, perdamalan abacli d�eadilan sosia;. 

Selanjutnya, pernbangunan nasional tersebut mernerlukan suatu pola unt.uk 

menjamin terselenggaranya cita-cita rakyat. Di dalarn Undang-Undang Dasar 1945 

telah diatur babwa Majelis Perrnusyawaratan Rakyat selaku pemegang kedaulatan 
! 

rakyat tcrtinggi, snlah satu 
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tugasnya menetapkan Claris-Garis Besar Haluan Negara yang pada hakekatnya adalah 

suatu Pola Urnurn Pembangunan Nasional y•mg merupakan rangkaian program 
I 

pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung terns menerus. 

Pembangunan nasional yang clitetapkan clalam Ketet<:1')an Majelis 

Permusyawaratan Rakyat di atas dilakukan secara merata ke seluruh tanah air clengan 

maksud agar hasil-hasil pembangunan dai)at clinikmati oleh sel i.1ruh rakyat . 

Pembangunan yang dilaksanakan tidak saja clilakukan di tingkat wilayah Propinsi 

atau Kabupaten/Kotarnadya saja , tetapi juga di tingkat wilnyah Kecamatan-kecarnatan 

clan bahkan di tingkat clesa . 

Aspirasi yang terkandung clalam Pasal 18 Undang-Unclang Dasar 1945 
11 

tersebut clituangkan ke ., clalarn Undang-Undnng Nornor 32 Tahun 20.04 tentang 

I 
Pernerintahan Daernh. Undang-undang ini nntarn lain rn enjelaskan bah \ya <t:i<1s 

clesentralisasi clilaksana'.·�an bersama-sama clengan azas clekonsentrasi, serta mern beri 

kemungkinan pula bagi pelaksa i;aan Clzas tugC1s pembantuan. Oengan azas 

clesentralisasi clibentuklah daerah otonorn yang dipusatkan pada tingkat 

Kabupaten/Kota, yang mernpunyai hak, wewenang clan kewaj iban untuk mengatur 

clan mengurus rurnah tanggnya sendiri sesuai clengan peraturan perunclang-undangan 

yang berlaku . Sedangkan melalui Clzas dekonsentrasi cliaclakan wilayah Administratif 

yang tcrdiri dmi Propinsi. 

Kecamatan sebagai lingkungan ke1ja pcrangkat perncrintah \·Vilay,111 

kabupatcn/kota rpernbawahi bebernpa Desa/Kelurahan, clipirnpin oleh seorang Camril. 
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